
SALINAN 

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA 
NOMOR 17 TAHUN 2024 

TENTANG 

PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 51 TAHUN 2023 
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA 
SURABAYA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PERDAGANGAN DAN 

PERINDUSTRIAN DI BIDANG PASAR RAKYAT 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA SURABAYA, 

Menimbang : a.  bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 11 ayat (7), 
Pasal 28 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2023 
tentang Perdagangan dan Perindustrian, telah ditetapkan 
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 51 Tahun 2023 tentang 
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 
2023 tentang Perdagangan dan Perindustrian di Bidang Pasar 
Rakyat; 

b. bahwa dalam rangka optimalisasi fungsi pengawasan dalam
pembangunan dan/atau revitalisasi pasar rakyat, maka
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 51 Tahun 2023 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor
1 Tahun 2023 tentang Perdagangan dan Perindustrian di Bidang
Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
ditinjau kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 51
Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perdagangan dan
Perindustrian di Bidang Pasar Rakyat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa 
Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa 
Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan 
Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II 
Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan 
Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2730); 
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2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6801); 
 

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5512); 
 

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang 
Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584); 
 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan  Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 
 

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

 
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta 
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 
 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi 
Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6868); 

 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017  tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

 
 
 

https://peraturan.bpk.go.id/Details/38209/uu-no-9-tahun-2015
https://peraturan.bpk.go.id/Details/38209/uu-no-9-tahun-2015
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 
15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6617); 
 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6618); 

 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021  Nomor  39,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641); 

 
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan 

atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang 
Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan 
Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 100); 

 
14.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 157); 

 
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76/M- 

DAG/PER/10/2016 tentang Sarana Promosi Produk Ekspor 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1639); 

 
16. Peraturan Menteri  Perdagangan  Nomor  61  Tahun  2019 

tentang  Persetujuan  Penyelenggaraan   Pameran   Dagang 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 904); 

 
17. Peraturan Menteri  Perdagangan  Nomor  21  Tahun  2021 

tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana 
Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 277); 

 
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2021 tentang 

Tata Cara Pelaporan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan 
Barang Penting (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 278); 
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19. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 
2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 
Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 
10); 

 
20. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 
Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 
Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 
10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota 
Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan 
Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 
Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 
3); 

 
21. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2018 tentang 

Rencana Detail Tata Ruang dan  Peraturan  Zonasi Kota 
Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 
6); 

 
22. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2023 tentang 

Perdagangan dan Perindustrian (Lembaran Daerah Kota 
Surabaya Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah 
Kota Surabaya Nomor 1); 

 
23. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 51 Tahun 2023 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya 
Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perdagangan dan Perindustrian 
di Bidang Pasar Rakyat (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 
2023 Nomor 1). 

 
 

MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG PERUBAHAN 

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 51 TAHUN 2023 
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH 
KOTA SURABAYA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG 
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DI BIDANG PASAR 
RAKYAT 

 
Pasal I 

 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota tentang 
Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 51 Tahun 
2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota 
Surabaya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perdagangan dan 
Perindustrian di Bidang Pasar Rakyat (Berita Daerah Kota 
Surabaya Tahun 2023 Nomor 51) diubah, sebagai berikut: 
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1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 
 

 
Pasal 3 

 
(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan, 

pemberdayaan, peningkatan kualitas pengelolaan dan 
pengawasan Pasar Rakyat. 

 
(2) Pembangunan, pemberdayaan, peningkatan kualitas 

pengelolaan dan pengawasan Pasar Rakyat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk: 
 
a. pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat; 
 
b. implementasi manajemen pengelolaan Pasar Rakyat 

yang profesional; 
 
c. fasilitasi akses penyediaan Barang dengan mutu yang 

baik dan harga yang bersaing; 
 
d. fasilitasi akses pembiayaan kepada pedagang di Pasar 

Rakyat; 
 
e. fasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan 

komunikasi dalam pengelolaan dan proses transaksi di 
Pasar Rakyat; dan/atau 

 
f. penetapan zona dan komoditas yang dilarang untuk 

diperdagangkan. 
 

2. Ketentuan Pasal 4 diubah ditambahkan 1 (satu) ayat baru 
yakni ayat (7) sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
(1) Pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a 
mencakup:  

 
a. fisik;  

 
b. manajemen; 

 
c. ekonomi; dan  

 
d. sosial. 
 

(2) Pembangunan dan/atau revitalisasi fisik sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan 
berpedoman pada SNI Pasar Rakyat dan ketentuan 
peraturan perundang-undangan terkait bangunan 
antara lain meliputi:  

 
a. kondisi fisik bangunan berpedoman pada desain 

standar purwarupa Pasar Rakyat;  
 

b. zonasi Barang yang diperdagangkan;  
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c. sarana kebersihan, kesehatan, keamanan, dan 
lingkungan;  
 

d. kemudahan akses transportasi; dan  
 

e. sarana teknologi informasi dan komunikasi. 
 

(3) Pembangunan dan/atau revitalisasi fisik sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk Pasar Rakyat 
yang dibangun melalui anggaran pendapatan dan 
belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja 
daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
(4) Pembangunan dan/atau revitalisasi manajemen 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan 
dengan berpedoman pada SNI Pasar Rakyat dengan 
mempertimbangkan paling sedikit:  

 
a. peningkatan profesionalisme pengelola;  

 
b. pemberdayaan Pelaku Usaha;  

 
c. pemantauan Barang terhadap pemenuhan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 
dan/atau 

 
d. penerapan standar operasional prosedur 

pengelolaan dan pelayanan Pasar Rakyat. 
 

(5) Pembangunan dan/atau Revitalisasi Sarana 
Perdagangan berupa Pasar Rakyat melalui revitalisasi 
ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
merupakan upaya perbaikan intermediasi hulu ke hilir 
Pasar Rakyat, melalui:  

 
a. penerapan ketentuan produk yang diperdagangkan 

harus bebas dari bahan berbahaya;  
 

b. peningkatan akses terhadap pasokan barang, 
khususnya terhadap barang kebutuhan pokok;  
 

c. peningkatan instrument stabilisasi harga, 
khususnya terhadap barang kebutuhan pokok; dan  
 

d. program membangun konsumen cerdas. 
 

(6) Pembangunan dan/atau revitalisasi sosial sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan upaya 
perbaikan dan peningkatan sistem interaksi sosial 
budaya antar pemangku kepentingan, antara pedagang 
di Pasar Rakyat dengan konsumen, dan pembinaan 
pedagang kaki lima untuk mewujudkan Pasar Rakyat 
yang kondusif dan nyaman. 
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(7) Penetapan zona dan komoditas yang dilarang untuk
diperdagangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf f merupakan upaya peningkatan transaksi
perdagangan di Pasar Rakyat serta mewujudkan
kawasan Pasar Rakyat yang tertib dan nyaman baik
bagi pedagang maupun pengunjung Pasar Rakyat yang
ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal II 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kota Surabaya. 

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 29 Februari 2024 

WALIKOTA SURABAYA, 

ttd 

ERI CAHYADI 

Diundangkan di Surabaya 
pada tanggal 29 Februari 2024 

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA, 

ttd 

Dr. Ikhsan, S.Psi., M.M. 
Pembina Utama Madya 

NIP 19690809 199501 1 002 

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2024 NOMOR 18 

Salinan sesuai dengan aslinya, 

Ditandatangani secara elektronik oleh : 

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA 

Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. 

NIP. 197803072005011004 
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